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'WALIKOTA SINGKAWANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
- NOMOR 9 TAHUN 2014
| TENTANG .
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG, :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6), -
Pasal 39 ayat (4), Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 45 ayat (7), -
Perafuran' Daerah Kota Singk’awanngomor 2 Tahun 2013
tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ’menetapkan.Pera‘truran
Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan = Kota Singkawang (Lembaran | "Negara |
Republik Indonesia Tahun 2001 'Nomof 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembéran - Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nofnbr 4437) sebagéimana -
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran .Negara.'
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negé:a Republik Indonesia “Nofnor’ 4844);



Undang-Undang ~ Nomor 33 Tahun 2004 = tentang
Peri'm'ba'n‘gan»' Kéﬁangan antara Pemerintah Pusat ‘dan
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negafa Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438); '

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indones1a Nomor 5025);

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PaJak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara RepublikI'ndonesyia’AN'omor 5049);

Undang—Undangk Nomor = 12 Tah'unr 2011 ‘téntang
Pembéﬁtukan ~ Peraturan Perundang—undangan
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran ‘Negara Repubhk'

Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pcmcrlntah ‘Nomor 58 Tahun ‘2005;' tentang
Pengeloiéan Keﬁangan 'Daerah" (Lémbaran‘ ’N‘egara
Republik Indonesia Ta‘hubn.’_.2005 Nomor- 140; »Tarhbahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2(:*)0"7; tentangv
‘Pembagian Urusan Pemérihtahan Antara Pemerintah

Pemerlntahan Daerah Prop1n31 dan Pemenntahan Daerah
Kabupaten/ Kota - (Lembaran Negara Republik Indones1a ,
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara:
Repubhk indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata = Cara Pemberian dan’ ‘Peménfaatan Ihéénﬁf
Pemungutan Péjék Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik B



~10.

11.

12,

-13.

14.

15.

Indonesia Nomor 5161);

Keputusan Menteri Perhubungan Ndm’or KM 31 Tahun
1995 tentang Terminal Transportasi Jalan; | '

‘Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 'téntang Pokok-

pokok Pengelolaan Kéuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang' UruSah
Pemenntah Daerah Kota Slngkawang (Lembaran Daerah
Kota Slngkawang Tahun 2008 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan. dan ' Susunan Ofgaﬁiéési Perangkat
Daerah di Lingkungan Pérf;erint& Kota Singkawang-
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomo’,r;

-6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor

14);

Peraturan Daerah Nomor 2 “Tahun 2013 tentang
Retribusi  Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Singkawang Tahun 20 13 Nomor 2, Tambahan Lembaran

" Daerah Kota Singkawang Nomor 33);

 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas
‘Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan fnformatika Kota Singkawang (Berita

Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 7); -

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJ UK PELAKSANAAN
- RETRIBUSI TERMINAL. : e

‘BAB 1
- KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.



' Pemenntah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebaga1 unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah

Walikota adalah Walikota Slngkawang

'D,mas Teknis adalah Dinas Perhubungan; Kcmu_nikasi dan Informatika

-~ Kota Singkawang.

10

Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komumka31 dan

‘Informatlka Kota Slngkawang

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang dlgunakan
untuk mengatur kedatangan dan A keberangkatan menalkan dan ‘

menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpmdahan moda angkutan

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan kendaraan yang dlgerakan oleh

peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.

Kendaraan Angkutan Umum adalah setlap kendaraan bermotor yang

.. Bus adalah setlap kendaraan bermotor yang dllengkapl sebanyak |
’banyaknya 17 (tujuh belas) sampai dengan 25 (dua puluh hma) atau 1eb1h ,

dari 26;(‘dua puluh enam) tempat duduk tanpa perlengkapan bagasi.

.Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi

sebanyak: banyaknya 1s/d8 tempat duduk t1dak termasuk tempat duduk

pengemudi.

11.1

Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9s /d 16 dengan
ukuran dan' jarak antar témpat duduk normal tidak termasuk tempat

. duduk pengemudi dengan panJang kendaraan 4 -6,5 meter

12,

Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapa31tas 17 s/ d 28

dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk

. témpat duduk pengemudl dengan panJang kendaraan lebih dari 6 ) meter.

| sampai dengan 9 meter.

18,
' ‘dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tldak termasuk

14.

Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapa31tas lebih dari 28

tempat duduk pengemudi dengan panJang kendaraan lebih dari 9 meter.

Mobil Barang/ Pick Up adalah kendaraan bermotor selain yang dlmaksud

. pada angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13..



15.

21.

22,
bukti pembayaran atau penyetoran retnbu31 yang telah dﬂakukan dengan

- 23.

24.

Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungu.tanv '
daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas utama dan fasilitas
penunjang d111ngkungan kerja terminal yang dimliki dan atau d1kelola oleh.
pemenntah daerah dan /atau pelayanan pembenan izin penempatan Ruko /

Kios/ Los di lingkungan kerja terminal kepada orang pnbadl atau badan. -

Wajib Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas o

waktu bag1 Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Pcmenntahb

‘Daerah yang bersangkutan

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dlslngkat SSRD; adalah_

menggunkan formulir atau telah dllakukan dengan cara lam ke kas daerah‘ '
melalui tempat pembayaran yang dltunjuk oleh Walikota. v

Surat Ketetapan Retnbu31 Daerah yang selanjutnya dlslngkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya _]umlah retnbum
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Leb1h Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan Jumlah .

‘kelebihan pembayaran retribusi karena Jumlah kredit retribusi 1eb1h besar

* daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang

25,

(1)

(2)

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan j;iénagihan retribusi kepada wajib feti‘ibusi serta

pengawasan penyetorannya.

BABII .
OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2 7 |
Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan fasili‘tas terminal.
Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : o
a. Pelayanan penyed1aan tempat parkir untuk kendaraan penumpang

dan bis umum, yang terdiri dari : ‘
1. Mobil bus antar negara; |

‘2. Mobil Bus antar kota antar provinsi (AKAP) ;



‘3. Mobil Bus/ penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP);
‘4. Mobil Angkutan perdesaan ; | '
5. Mobil Angkutan Kota.

b. Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan pribadi, yang

terdiri dari :
1. Kendaraan bermotor roda dua/roda tiga;
2. Kendaraan berriotor roda empat;
- 3. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih;
c. Pelayanan tempat kegiatan usaha befupa Kiés;
d. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki,
dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, berupa
1. Tanah di wilayah terminal;

2. Pényediaan Sarana kebersihan : Mandl/ BAB dan Buang air kecil.

BAB III / ‘
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 3
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen 1a1n yang
dlpersamakan '

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa karcis.

(3) Bentuk karcis sebagaiména dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran‘l yang merupakan bégian tidak terpisahkan dariA Peraturan
Walikota ini.

BAB v
PEMANFAATAN
Pasal 4
Pemanfaatan dari penerlmaan Retribusi Termmal minimal 40% (empat puluh

persen) dimanfaatkan untuk biaya operasional pemngkatan pelayanan ‘

penyelenggaraan terminal;



"BABV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

: Pasal 5

(1) Wahkota berdasarkan permohonan tertuhs dari Wa_]lb retnbu31 dapat :

‘memberikan kermganan, pengurangan atau pembebasan retnbu31 7

 (2) Syarat dan tata cara pemberlan pengurangan, kermganan dan

pembebasan retribusi adalah sebagai ,bcri‘kut;;

a. wajib retribusi menyampaikan surat 'permohbn'an secara tertulis
~ kepada Walikota melalui Dinas  Teknis selambat—lambatnya 10
(sepuluh) han sejak dlterlmanya SKRD

b. walikota melalui Dinas Teknis dalam ‘jangka waktu paling lama 1 (Satu) -
bulan sejak tanggal surat permohonan dltenma harus memberikan ‘

keputusan atas permohonan yang dlajukan

c. keputusan atas permohonan sebagmmana dlmaksud pada huruf b,;

dapat berupa menerima atau menolak

d. apabila Jangka waktu sebagaimana dlmaksud pada huruf b telah lewat
dan tidak memben keputusan, maka permohonan tersebut dlanggapk
- dikabulkan. ‘

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN VRETRIBUSI
Pasal 6

(1) Wajib retrlbu31 dapat mengajukan pengembahan kelebihan pembayaran;‘

retribusi.

~-(2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagalmana

dlmaksud pada ayat 1) ditetapkan sebaga1 benkut

a. . Wa_]lb retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada: f
Walikota melalui Kepala Dinas Teknis dengan menyebuti{an sekufang—
kurangnya sebagai berikut ; .

1. nama dan alamat wajib retribusi;

" 2. besarnya kelebihan pemb:ayaranretribusi; dan



3. alasan alasan yang dapat dlpertanggun.awabkan

b. Kepala Dlnas Teknls memerintahkan kepada Kepala B1dang yang
menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan |

penelitian dan/ atau pemeriksaah tErhadap wajib retribusi; -

C. berda‘sarkan’”' laporan hasil “penelitian 'dan/atau pemeriksaan :
sebagalmana dlmaksud pada huruf b, Kepala Bldang yang menangam ,
retribusi sesuai tugas pokok dan fung81 menganalisa - dan

mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;

d berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi 7
sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf ¢,

Kepala Dinas Teknis dapat menerbitkan SKRDLB,

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ‘dianggarkan melalui

Angga_ran Pendapatan dan BelanJa Daerah pada pos belan_]a tldak langsung‘ :

-belanja tak terduga

'BAB VII |
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

' Pasal 7

L4

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkm dltaglh lagl karena hak untuk

melakukan penaglhan sudah kedaluwarsa dapat dlhapuskan ey

(2) Untuk memastikankeadaan Wajib Retribusi sebagaimana diméksud‘ ijada

~ ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat‘ter»l'vladap Wajib ﬁetribuéi_, -

sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih
lagi. ) | | o

(3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada'ayat (1) hanya dapat
dihapuskan setelah adanya laporan pemeriks’aan”_p’eneliﬁan adrhiﬁistrasi
mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Walikota. '

(4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim Walikota membuat daftar
penghapusan piutang untuk setiap | jenis Reh’ibﬁsi yang berisi Wajib
Retribusi, jumlah Rétribusi yang térutang, jumlah Retribusi yang dibayaf,
sisa piutang Retribusi dan ke,ferangan mengenai Wajib R,etribufsi; | |



)] Walikota mehetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi ‘yang
sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

'BAB VIII |
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenm tekms_
| pelaksanaannya akan dlatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas
Teknis. )
Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkaii.
Agar setiap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan
Wahkota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Slngkawang
Dltetapkan di Singkawang
- pada tanggal 25 Maret 2104
~ WALIKOTA SINGKAWANG,
o ttd '
AWANG ISHAK

.Diun’dangkan di SingkaWang :

pada tanggal 25 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
_ ttd'

SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 9

~ Salinan sesuai dengan aslinya .
KEPALA BAGIAN HUKUMV DAN PERUNDANG-UNDANGAN

NIP, 19681016 199803 1 004



(5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang._mengenai- teknis
pélaksanaarmya akan diatur lebih lanjut dengan' Keputusan Kepala Dinas
Teknis. o

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Maret 2104
- WALIKOTA SINGKAWANG,

Cottd
AWANG ISHAK

- Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 25 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 20 14 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan ashnya |

Pembina
NIP. 19681016 199803 1 004



LAMPIRAN _ : ~
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

> RETRIBUSI TERMINAL

A. Bentuk dan Isi karcis Mobil Angkutan Kota (Angkot)

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA

RETRIBUSI JASA USAHA
Perda Kota Singkawang Nomaor : 2 Tahun 2013

: Rp. 1.000,- ( Seribu Rupiah )

Tanggal

Jam

Berlaku untuk satu kaii masuk/keluar Terminal
Nomor Seri : 000001

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA

RETRI J HA
Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013

ANGKUTAN KOTA KB :
Rp. 1.000,- ( Seribu Rupiah )

Tanggal

Jam

...........

Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal
Nomor Seri : 000001

B. Bentuk dan Isi karcis Mobil Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
S| DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKAS) DAN INFORMATIKA
: RETRIBUSI JASA USAHA

'Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013

ANGKUTAN AKDP KB : wovererene
Rp. 1.500,- ( Seribu Lima Ratus Rupiah )
Tanggal
Jam

Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal
Nomor Seri : 000001

‘ . PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKAS! DAN lNFORMAT’KA
7 RETRIBUS! JASA USAHA

- perda Kota Singkawang Nomor: 2 Tahun 2013~

' ANGKUTAN AKDP KB:

Rp. 1.500,-( Senbu Lima Ratus Ruplah )
Tanggal

-----------

Jam

Berlaku untuk satu kalf masuk/keluar Terminal
Nomor Seri: 000001




C. Bentuk dan Isi karcis Mob-ilAntar Kota Antar Provinsi (AKAP)

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

. S RETRIBUSI JASA USAHA
-+ Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013 : Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013

@ PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
). DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA

RETRIBUSI JASA USAHA

©: e | TN (G ...
Rp. 4.000,- ( Empat Ribu Rupiah ) Rp. 4.000,- ( Empat Ribu Ruplah )
Tanggat e o e Tanggal
Jam e ' l s’ ‘ Jam- :
Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal : Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal -

- - Nomor Seri : 000001 . ; : : . Nomor Seri : 000001

D. Bentuk dan Isi karcis Mobil Bus Antar Negara

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

).' leNAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKAS]I DAN INFORMATIKA ; DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

i RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI JASA USAHA

- Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013 - ’ Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013 N

(B (B o

Rp. 20.000,- ( Dua Puluh Ribu Ruplah ) Rp. 20.000,- ( Dua Puluh Ribu Rupiah )

Tanggal , Tanggal k '

Jam : Jam

Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal ; Berlaku untuk satu kali masuk/keluar Terminal
Nomor Seri: 000001 - ‘ Nomor Seri : 000001
WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya =
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

| e . , L . . V |
N & ,\M - Pembina -
Nfaw 19681016 199803 1 004




